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1.

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur dan
susunan organisasi perangkat daerah, maka Keputusan
Bupati Nomor 100.3.3.2/58/KUM/2025 tentang
Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor
100.3.3.2/58 /KUM/2025 tentang Pembentukan Forum
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
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41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 2006 86,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
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3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan
Nomor 100.3.3.2/58/KUM/2025 tentang Pembentukan Forum
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Lampiran
Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor
100.3.3.2/58/KUM /2025 tentang Pembentukan Forum Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan

pada tanggal 28 Januari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Bupati Hulu Sungai Selatan

Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 44 /KUM/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/58/KUM/2025 TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

KEDUDUKAN
NO JABATAN DALAM FORUM
1 2 3
1. | Bupati Hulu Sungai Selatan Pengarah
2. | Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Pengarah
3. | Kepala Kepolisian Resort Hulu Sungai Selatan Pengarah
4 | Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Penanggungjawab
5 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Ketua
Selatan
6 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Sekretaris
" | dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Anggota
" | Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Anggota
" | Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
9. | Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Anggota
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
10. Kepala Sub Detasemen Polisi Militer VI/2-1 Anggota
Kandangan
11, Kepala PT. Jasa Raharja Perwakilan Cabang Anggota
Kandangan
12 Kepala Bagian Hukum  Sekretariat Daerah Anggota
" | Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu
13. . Anggota
Sungai Selatan
14. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Anggota
Selatan
15 Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Anggota
" | Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
16 Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Anggota
" | Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
17 Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Anggota
" | Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
18 Kanit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Anggota
" | Hulu Sungai Selatan
19 Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat Dinas Anggota
" | Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
20. | Rektor Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan Anggota
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KEDUDUKAN
NO JABATAN DALAM FORUM
1 2 3
21 Ketua Unit Pemantau Pelayanan Publik Kabupaten Aneeota
" | Hulu Sungai Selatan &8
29, Kepala Organisasi Pengemudi Angkutan Darat Anggota

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR




